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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan masalah pengangkutan atau transportasi memegang 

peranan yang penting, tidak hanya sebagai alat fisik saja, yaitu alat yang 

dipergunakan sebagai sarana untuk membawa alat-alat yang diperdagangkan dari 

pihak konsumen/pemakai jasa angkutan. Pengangkutan di sini dapat saja dilakukan 

oleh dan dengan berbagai macam cara misalnya saja pengangkutan dapat dilakukan 

oleh orang, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara, dan lain-lain1. 

Sedangkan pengangkutan sebagai proses, merupakan serangkaian perbuatan mulai 

dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ketempat yang
o

telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan .

Dalam kegiatan pengangkutan menggunakan alat angkut yang sesuai dengan

jenis dan bentuk pengangkutan, yaitu :

1. Kendaraan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 menyebutkan bahwa angkutan 

adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan. Kendaraan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor

H.M.N. Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 Tentang 
Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 1

2.Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung,
1998, hlm 13

1
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14 tahun 1992 adalah suatu alat yang dapat bergerak di jfljan, terdiri dari 

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan yang digunakan 

perusahaan angkutan umum untuk melakukan jasa pengangkutan barang dan/atau 

penumpang adalah kendaraan umum di jalan. Kendaraan umum itu sendiri 

menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 adalah 

kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan umum dengan dipungut

bayaran.

2. Kereta Api

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 1992 mendefinisikan kereta api

sebagai kendaraan dengan tenaga gerak, baik bergerak sendiri, maupun

dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di

jalan rel. Yang dimaksud dengan akan ataupun bergerak dijalan rel adalah terkait

urusan perjalanan kereta api(penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 13

tahun 1992).

3. Kapal

Menurut Pasal 309 KUHD, kapal adalah semua alat berlayar apapun nama dan 

sifatnya. Definisi senada ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 21 

tahun 1992, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang 

digerakkan dengan Jenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk 

kendaraan yang berdaya dayung dinamis, kendaraan yang di bawah permukaan 

air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
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4. Pesawat udara

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Pasal 1 mendefinisikan pesawat 

udara sebagai alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya tarik dari reaksi

bumi.

Dengan perkembangan pembangunan di Indonesia yang telah maju dan pesat 

khususnya di bidang perekonomian di mana meningkatnya kebutuhan masyarakat 

terhadap barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

maka dalam hal ini salah satu sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat tersebut adalah sarana transportasi yang sudah beraneka ragam dan

semakin canggih.

Dengan adanya perkembangan tersebut maka tidak dapat dihindari bahwa

sekarang ini telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa transportasi baik pada angkutan darat, laut maupun udara. Hal ini 

disebabkan perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga mendesak 

masyarakat untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai, baik dan lancar 

dengan maksud kebutuhan hidupnya dapat langsung dipenuhi.

Pengangkutan (transportasi) merupakan bidang kegiatan yang sangat vital 

dalam kehidupan masyarakat karena merupakan sarana penghubung yang sangat 

penting di dalam menunjang pembangunan dan perekonomian negara apalagi
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Indonesia negara kepulauan di mana pengangkutan tersebut menunjang dalam hal 

sebagai berikutJ:

1. Keadaan geografis Indonesia;

2. Untuk menunjang sektor pembangunan di berbagai sektor;

3. Adanya keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan di kota dan di desa;

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi keadaan geografis suatu negara sangatlah berpengaruh terhadap sarana

pengangkutan. Selain itu sarana transportasi juga dapat meningkatkan hubungan

Internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Menurut H.M.N. PurwosuciptoH, bahwa tujuan dari pada pengangkutan itu

sendiri adalah untuk meningkatkan daya guna dan nilai bagi barang tertentu, karena 

pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak karena tanpa pengangkutan, 

perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Sedangkan fungsi pengangkutan tidak 

hanya berlaku pada bidang ekonomi saja, tetapi juga berlaku pada berbagai bidang 

yaitu di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, pertahanan keamanan dan 

lain-lain5. Oleh karena itu penanganan masalah transportasi ini menjadi hal yang 

penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia.

3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, PT. Cipta Aditya 
Bhakti, Bandung, 1994, hlm 1.

4 H.M.N.Purwosucipto, Op C.it, hlm 1.
5 Ibid,; hlm 2
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Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sarana perhubungan terdiri dari sarana 

perhubungan darat, laut dan udara. Salah satu angkutan darat adalah kereta api yang 

dikelola oleh PT. (Persero) Kereta Api Indonesia (KAI). Pengangkutan dengan kereta 

api ini terdiri dari pihak-pihak seperti, Pihak pengangkut (PT. KAI), pihak 

penumpang sebagai pemakai jasa angkutan kereta api, sedangkan yang menjadi objek 

dalam pengangkutan kereta api adalah barang-barang dan penumpang.

Dengan semakin meningkatnya fasilitas angkutan kereta api dalam hal ini 

pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah fasilitas angkutan melalui 

perkeretaapian, agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat maupun 

kebutuhan perekonomian. Dengan terpenuhinya tuntutan masyarakat akan kelancaran 

transportasi khususnya sarana angkutan kereta api, hal ini diharapkan dapat

mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setaraf dengan kemajuan teknik modem dalam penghidupan manusia 

bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan- 

kecelakaan diluar kesalahannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat 

perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. 

Kecelakaan kereta api Trowek (1961 & 1963), kecelakaan kapal terbang sebagai 

Burangrang crash (1962), dan lain-lainnya, membuat pemerintah menganggap perlu 

untuk membentuk dana-dana yang akan menampui g akibat keuangan disebabkan 

kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
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Masalah tanggung jawab merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam 

sistem perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan kereta api. PT. K Al sebagai 

pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang dialami oleh pihak 

pemakai jasa angkutan tersebut.

Mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab badan penyelenggara dan 

pengguna jasa terhadap pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan 

angkutan kereta api diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang 

Perkeretaapian. Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 13 Tahuni992 ditegaskan 

mengenai tanggung jawab badan penyelenggara angkutan kereta api yang dalam hal 

ini Pengangkut (PT. KAI) yang berbunyi0:

“Badan penyelenggara bertanggung jawab atas kecelakaan 
yang diderita oleh pengguna jasa atau pihak ketiga yang 
timbul dari penyelenggaraan angkutan kereta api

Masalah tanggung jawab ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

dalam sistem perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan. Oleh karena itu, maka 

di dalam skripsi ini penulis membahas masalah hukum yang berkaitan dengan 

tanggung jawab dan ganti rugi perusahaan perkeretapian (PT. KAI) terhadap

penumpang yang dimuat dalam suatu judul “TANGGUNG JAWAB PT.

(PERSERO) KERETA API INDONESIA TERHADAP KECELAKAAN YANG

6 Undang-undang Perkeretaapian No. 13 Tahun 1992, Departemen Perhubungan, Kantor 
Wilayah VIII Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 1994.
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DIALAMI OLEH PENUMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR

13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAFIAN”

B. Perumusan Masalah

Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang apabila

terjadi kecelakaan?

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang apabila

terjadi kecelakaaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip tanggung jawab pihak pengangkut (PT.

KAI) dalam hal teijadi kerugian akibat kecelakaan kereta api.

2. Untuk mengetahui dan mengerti bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pihak 

Pengangkut terhadap penumpang apabila teijadi kecelakaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum 

secara umum dan khususnya dalam bidang hukum transportasi.

2. Dari segi praktis diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang bersangkutan, 

seperti PT.(Persero) Kereta Api Indonesia sehubungan dengan 

pengangkutan.

perjanjian
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E. Ruang Lingkup

Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup hanya pada pokok 

permasalahan mengenai prinsip tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kerugian 

akibat kecelakaan yang dialami oleh penumpang pada pengangkutan dengan kereta 

api dan penerapan pelaksanaan tanggung jawabnya yang dalam hal ini adalah PT. 

(Persero) Kereta Api Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab PT. (Persero) Kereta Api Indonesia

Terhadap Kecelakaan yang Dialami Oleh Penumpang Menurut Undang-undang

Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian” ini menggunakan tipe penelitian

dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya

penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran secara

sistematis, faktual dan akurat tentang tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia

terhadap kecelakaan yang dialami oleh penumpang menurut Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1992, sedangkan deskriptif artinya dalam penelitian ini analisis 

datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif berdasarkan teori atau 

konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang 

seperangkat data atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan data
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lainnya. Secara analitis artinya penelitian ini analisis datanya mengarah ke 

populasi data'.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif {Legal Research) di mana data yang diperoleh bertitik tolak dari data 

sekunder melalui peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya 

dan didukung oleh data primer dari wawancara yang dilakukan penulis dengan

pihak yang berkepentingan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Palembang (Ibukota Propinsi Sumatera Selatan),

dengan populasi penelitian sebagai berikut:

a. PT. (Persero) Kereta Api Indonesia

b. Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan

4. Sampel Penelitian

Berdasarkan atas pertimbangan relevansinya dengan tujuan penelitian ini, maka 

narasumber (informan) yang dipilih ditentukan melalui teknik 

sampling , yaitu berdasarkan knteria keahlian atau pengalaman dari narasumber.

5. Jenis dan Sumber Data

purposive

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
i

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm
hlm39

155.
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a. Data Primer

Pengambilan data primer yang berkaitan dengan permasalahan tanggung 

jawab pengangkut dengan penumpang apabila terjadi kecelakaan yang 

diambil dari PT. (Persero) Kereta Api Indonesia dan Dinas Perhubungan

Propinsi Sumatera Selatan

b. Data Sekunder

Data ini diambil untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berkaitan

dengan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang apabila teijadi

kecelakaan. Data ini didapat dengan mempelajari dokumentasi berupa

peraturan-peraturan yang ada seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992,

surat kabar dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah

pengangkutan terutama pengangkutan dengan kereta api.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Metode ini digunakan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang di 

dapat melalui wawancara langsung dengan pihak responden 

berhubungan dengan objek penelitian ini. 

b. Kuisioner

yang

Metode ini digunakan dengan maksud sebagai pedoman dalam berwawancara, 

pokok-pokok untuk wawancara atau suatu daftar pertanyaan yang

i
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berstruktur9. Dalam hal ini penulis menggunakan kuisioner yang sifatnya 

terbuka guna memperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam.

7. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan akan dianalisa melalui 

metode kualitatif yaitu analisa data akan ditarik suatu kesimpulan yang bertujuan 

untuk memahami dan mengetahui suatu gejala dengan teliti.

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1981,
hlm 25.
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